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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG / JASA MELALUI E-
MARKETPLACE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN DI 

INDONESIA 
(Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan) 
OLEH: 

YOKO FIRDAUS ZAMZAM SIREGAR 
NPM : 198400002 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan memahami pengaturan 

hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace, mengetahui dan 

memahami proses perjanjian pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace dan 

untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum perikatan dalam perjanjian 

pengadaan barang/ jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 pada BKPSDM 

Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-

analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan studi literature dan survey 

lapangan yang kemudian dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem elektronik tidak merubah struktur 

mekanisme projek sesuai peraturan presiden no 16 tahun 2018 terkait PBJ namun 

terdapat penyesuain dimana aktivitas didalamnya menggunakan sistem database 

sehingga lebih efektif dan efisien dengan tetap dibawah pengawasan sebagaimana 

fungsi PBJ secara konvensinal. Persiapan pengadaan barang / jasa meliputi persiapan 

swakelola, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan Pelaksanaan 

pengadaan barang / jasa. Tanggung jawab hukum perikatan kepada penyedia dalam 

perjanjian pengadaan barang/ jasa pada BKPSDM Kota Medan wajib memenuhi 

kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan bertanggung jawab atas 

Pelaksanaan kontrak, Kualitas, Ketepatan perhitungan jumlah dan volume projek, 

Ketepatan waktu penyerahan dan Ketepatan lokasi penyerahan.  

 

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; E-marketplace; Peraturan Perundang-

Undangan Indonesia. 
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ABSTRACT 

RESPONSIBILITY OF GOODS/SERVICE PROVIDERS THROUGH E-

MARKETPLACE IN VIEW FROM LEGAL REGULATIONS IN INDONESIA  

(Studi of Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan) 

BY: 
YOKO FIRDAUS ZAMZAM SIREGAR 

NPM : 198400002 
 

 This research was conducted with the aim of knowing and understanding the legal 

arrangements regarding the procurement of goods/services through e-marketplaces, 

knowing and understanding the process of agreements for the procurement of 

goods/services through e-marketplaces and to know and understand the legal 

responsibilities of engagement in agreements for the procurement of goods/services at 

the Agency. Staffing and Development of Human Resources in Medan City. The research 

was conducted in May 2023 at the Medan City BKPSDM. This research is a normative 

legal research which is descriptive-analytic in nature. The data in this study were 

obtained based on literature studies and field surveys which were then analyzed using a 

qualitative approach. The results of this study indicate that implementing an electronic 

system does not change the structure of the project mechanism in accordance with 

Presidential Regulation No. 16 of 2018 regarding PBJ, but there are adjustments where 

activities in it use a database system so that it is more effective and efficient while 

remaining under supervision as is the conventional PBJ function. Preparation for 

procurement of goods/services includes preparation for self-management, preparation 

for procurement of goods/services through providers and implementation of procurement 

of goods/services. The legal responsibility of the engagement to the provider in the 

agreement for the procurement of goods/services at the Medan City BKPSDM must meet 

the qualifications in accordance with regulatory provisions and be responsible for 

contract execution, quality, accuracy of calculating the number and volume of the project, 

timeliness of delivery and accuracy of delivery location. 

Keywords: Procurement of goods and services; E-marketplaces; Indonesian Laws 

and Regulations.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pergerakan dinamis yang selalu terjadi pada unia usaha menuntut pelaku usaha 

untuk membuat terobosan-terobosan baru pengembangan usahanya. Hal ini kian 

jelas terihat di era disrupsi tekonologi bahkan termasuk bisnis on-line. sehingga 

pelaku usaha dituntut mengikuti bermacam keinginan para konsumen, sehingga 

tidak terbatas lagi bisnis yang sudah ada dengan ruang dan waktu. Negara Indonesia 

merupakan negara developing country (yang sedang membangun), yang mana pada 

saat ini pelaksanaaan pembangunan diberbagai bidang digencarkan. Pembangunan 

merupakan usaha dalam mencapai kesejahteraan untuk rakyat dan kemakmurannya. 

Hal itu merupakan hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati bagi 

seluruh rakyat lahir dan batin secara adil dan merata sebagai peningkatan 

kesejahteraan. Perlu  adanya partisipasi untuk kesuksesan pembangunan disegala 

bidang untuk semua lapisan masyarakat Indonesia untuk terwujudya tujuan 

pembangunan nasional dimaksut. sangatlah banyak jenis dan macamnya dari 

pembangunan nasional, pembangunan proyek-proyek umum prasarana dan sarana 

adalah  bentuk realisasi salah satu dari pembangunan.1 

Pembangunan Nasional memiliki kaitan dengan partisipasi banyak pihak. Di 

dalam pelaksanaanaan tersebut, proyek-proyek pembangunan ini terlibat banyak 

pihak diantaranya pemborong, agraria, pemberi tugas, Pemerintah arsitek, dan

 
1  Zaenal Arifin dan Ade Haryani, “Analisis Pengadaan Barang dan Jasa”, Jurnal Epigram, 

Vol.11 No. 2 (Oktober, 2014) hal. 115 
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 sebagainya. Perlu diperhatikan juga disamping itu kebutuhan peralatan-peralatan 

canggih yang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, dalam progres 

pembangunan ini dilingkungan pihak-pihak yang pelaksanakannya perlu dibuat 

perjanjian, salah satu bentuk perjanjian itu ialah kontrak / perjanjian pengadaan 

barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa tergolong kedalam 

perjanjian pemborongan tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Pasal 1601,Pasal 1601b dan Pasal 1604 hingga Pasal 1616 bahwa agar pengadaan 

barang dan jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, 

transparan,dengan perinsip persaingan sehat, perlakuan yang adil, terbuka dan dan 

layak pada semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi 

keuangan, manfaatnya, maupun fisik bagi pelayanan dan kelancaran tugas 

pemerintah. 

Pembangunan di Indonesia sebagai negara hukum, tidak terlepas dari 

peraturan-peraturan hukum yang terkaitan dengan permasalah trsebut. Dalam 

kenyataannya itu sangatlah banyak peraturan-peraturan hukum, sehingga kepastian 

hukum muncul karenaya. Dalam proyek-proyek pemerintah dipakai peraturan- 

peraturan yang ada yang sudah ketinggalan jaman seperti Keputusan Presiden 

Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaaniiianggaran pendapataniidan 

belanjaiinegara sertaiipelaksanaan pengadaaniibarang daniijasa padaiiinstansi 

pemerintahiidengan KeputusaniiPresiden Nomor 18 Tahunii2000, kemudian lalu 

disempurnakaniikembali dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 

tentangiiPedoman Pelaksanaan PengadaaniiBarang dan Jasa InstansiiiPemerintah, 

dan terakhir perubahannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007  tetapi masih 
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digunakan. Maka disempurnakanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

Oleh kerena itu dalam pelaksanaan pengadaaniibarang dan jasaioleh instansi 

pemerintah harus berpedoman pada PeraturaniPresiden RepublikiIndonesia Nomor 

16iTahun 2018 tentang PengadaaniBarang/ Jasa Pemerintah dan Hukum Perikatan 

agar pembangunaninasional di Indonesia dapatiberjalan sehingga 

pelaksanaanipengadaan barangidan jasa dengan sukses, sesuaiidengan prosedur 

yangitelah ditetapkan. 

Pemenuhan kebutuhanibarang dan jasaimerupakan bagian pentingiyang tidak 

dapatidipisahkan dalamipenyelenggaraan pemerintah. Bagiipemerintah 

ketersediaan barangidan jasa pada setiapiinstansi pemerintah akanimenjadi faktor 

penentuikeberhasilan pelaksanaanitugas dan fungsiimasing-masing unitikerja.2 

Kebutuhanibarang danijasa yang ditujukaniuntuk dinikmatiilangsung oleh 

masyarakatijumlahnya senantiasaiberkembang dan tidakiterbatas sesuaiidengan 

perkembangan jumlahipenduduk serta adanyaijenis pengadaanibarang danijasa 

yang baruisebagai hasil dari kemajuaniteknologi. 

PengadaaniBarang/Jasa Pemerintahimemiliki peranipenting dalam 

pelaksanaanipembangunan nasionaliuntuk peningkatanipelayanan publikidan 

perkembanganiperekonomian nasional. DariiRp 2.426 Triliunianggaran belanja 

negaraidi tahun 2019, sekitarisetengahnya digunakaniuntuk belanjaibarang dan 

jasaiyang dibutuhkaniuntuk pelayanan publikipendidikan, kesehatanidan 

pembangunaniinfrastruktur. 

 
2 Abu Sopian, Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Bogor : In Media, 2014) 

hlm. 1 
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Pengadaan barang/jasai (procurement) adalahhhproses suatuhhorganisasi 

memperoleh baranghhdan jasa untukhmemenuhi kebutuhan internalhdan/atau 

eksternalhorganisasi. Oleh karenahitu hampirhsemua organisasi, baikhorganisasi 

yang bergerakhdi sektor bisnish (organisasi profit), sektorhnirlaba (non-profit), 

maupun sektorhpemerintah, hmelakukan proseshpengadaan untukhmemenuhi 

kebutuhan dalamhmelaksanakan kegiatanhmereka masing-masing. Meski 

demikian, terdapathperbedaan diantarahorganisasi-organisasi tersebuthdalam 

proses pengadaanhbarang/jasa-nya, misalnyahantara lainhperbedaanhdalam 

sumberhpendanaan, carahmendapatkan penyedia, kepentinganhpelayanannya, dan 

lainhsebagainya. Sementara kesamaanhproses pegadaanhpada ketigahorganisasi 

tersebut adalahhtujuan utamanya, hyaitu untuk mendapatkanhbarang danhjasa 

dengan nilaihterbaik (getting value).3 

Pengadaan Barang/Jasa di sektorhpemerintah, yang biasahdikenal dengan 

istilahhPengadaan Barang / JasahPemerintah, hatauhdisingkathPBJP, 

adalahhkegiatanhPengadaan Barang/Jasa olehhKementerian/Lembaga/ Perangkat 

Daerah (KLPD) hyang dibiayai olehhAnggaran Pendapatan BelanjahNegara 

(APBN) / Anggaran PendapatanhBelanja Daerah (APBD) yang prosesnyahsejak 

identifikasi kebutuhan, sampaihdengan serah terimahhasil pekerjaan4, memiliki 

perananhpentinghdalam pelaksanaanhpembangunanhnasional untukhpeningkatan 

pelayanan publikhdan pengembanganhperekonomian nasionalhdan daerah. Selain 

itu PBJPhdiharapkan jugahmampu memberikanhpemenuhan nilaihmanfaat yang 

 
3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, “Gambaran Umum Pengadaan 

Barang/Jasa Bagi Pelaku Usaha”, https://virtual-library.lkpp.go.id/ (Dikutip, 12 Desember 2022, 
12.12 WIB) 

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ 
Jasa, bab 1 pasal 1 
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sebesar-besarnyah (value for money) danhberkontribusi dalamhpeningkatan 

penggunaanhproduk dalam negeri, peningkatanhperan Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan UsahahMenengah (UMKM) serta pembangunanhberkelanjutan. Untuk 

mencapai tujuanhvalue for money Salahhsatu cara adalahhdengan melakukan 

strategihtransparansi danhketerbukaan. Untuk mensukseskanhtujuan inihmaka 

pemerintahhsebagai pembeli mengambilhlangkahuntuk melaksanakanhpengadaan 

mulai darihperencanaan sampai denganhselesai wajib dilakukanhsecara elektronik 

agar prosesh pemilihan dapat dilakukanhsecara terbuka bagihsemua penyedia yang 

memenuhihsyarat-syarat yanghditetapkan dalam dokumenhtender/seleksi/ 

pengadaanhlangsung/penunjukkanhlangsung melalui persainganhsehat. 

E-Marketplace PengadaanhBarang/Jasa adalahhpasar elektronikhyang 

disediakan untukhmemenuhi kebutuhanhbarang/jasa pemerintahhsehingga 

pengertian disini E-Marketplace  adalahhpasar elektronik yang dibangunhdan 

dikembangkan olehhPemerintah danhdisediakan untuk melayanihkebutuhan 

barang/jasahpemerintah. E-Marketplace merupakanhinfrastruktur teknishdan 

layanan dukunganhtransaksi bagi Kementerian/hLembaga/hPemerintah Daerah 

dan Penyedia, antara lain : 

1. KataloghElektronik yang terdirihdari katalog nasionalhsektoral danhlokal. 

2. TokohDaring (OnlinehShop). 

3. PemilihanhPenyedia secarahelektronik. 

Pengembangan, pembinaan, hpengelolaan, dan pengawasannyahdilakukan 

olehhLKPP, sehingga E-Marketplacehselain yang disebutkanhdiatas bukan E-

Marketplacehsebagaimana dimaksudhdalam Peraturan PresidenhNomor 16 Tahun 
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2018 tentanghPengadaan Barang/hJasa Pemerintahhtetapi bisahdikatakan 

sebagai E-MarketplacehSwasta5. 

Penggunaanhteknologi informasi komunikasihdan transaksi elektronikhini 

juga akanhmenguntungkan bagi para pelakuhusaha untuk dapathbertransaksi 

secarahefisien. Bayangkan saja, jikahpenjelasan pengadaanhaanwijzing selalu 

dilakukanhsecara tataphmuka (offline) dihtempat calonhpembeli (K/L/PD) 

sementarahjarak antara pelakuhusaha dengan pembelihsangat jauh, pastinya akan 

memakanhwaktu, tenaga danhbiaya yang sangathbesar. Berbedahketika pemerintah 

menggunakanhteknologi informasihkomunikasi danhtransaksi elektronik, maka 

proseshseperti aanwijzing inihmenjadi sangat efektif danhefisien dilakukan. 

Namun dalamhpelaksanaan pengadaanhdengan konsep modern ini 

perluhdikembangkan denganhkekuatan hukum yanghtepat untuk menjamin 

terselenggaranyahaktivitas yang sesuaihmenurut pandangan hukum demi 

menghindarihkecurangan – kecurangan yang pernah terjadi, sehingga perlu 

pengaturan tata kelola (Good Governance) danhakuntabilitas, maka pemerintah 

menyediakan aturan PBJPhdalam PeraturanhPresiden Nomor 16 Tahunh2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah6. 

Berdasarkan latarhbelakang tersebut diatashmaka penulisan skripsi ini hendak 

menelitihlebih dalam mengenai sistem perjanjian antara pemerintah dan penyedia 

barang pada pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace, sehingga penelitian 

 
5 M. Syarif, “E-Marketplace dan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, 

https://msyarif.id/e-marketplace-dan-e-purchasing-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ 
(Dikutip, 12 Desember 2022, 12.12 WIB) 

6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, “Gambaran Umum Pengadaan 
Barang/Jasa Bagi Pelaku Usaha”, https://virtual-library.lkpp.go.id/ (Dikutip, 12 Desember 2022, 
12.12 WIB) 
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skripsi ini diberi judul “ Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui E-

Marketplace Ditinjau Dari Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesia”.  

1.2.   Rumusan Masalah 

Untuk mempermudahhpemahaman materi danhagar tidak menyimpang dari 

pokok permasalahanhyang akan dibahas dalamhskripsi ini, maka dalamhpenelitian 

ini memilikihpenyusunan masalahhsebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-

marketplace berdasarkan PeraturanhPresiden Nomor 16hTahun 2018 

tentang PengadaanhBarang / JasahPemerintah ? 

2. Bagaimana mekanisme perjanjian pengadaan barang/hjasa melalui e-

marketplace? 

3. Bagaimana tanggung jawab penyedia barang/ jasa dalam perjanjian 

pengadaan jarang/ jasa BadanhKepegawaian dan PengembanganhSumber 

Daya ManusiahKota Medan ? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dalamhpenelitian ini adalahhsebagai berikut: 

1. Untukhmengetahui danhmemahami pengaturan hukumhtentang 

pengadaanhbarang/ jasa melalui e-marketplace menuruthPeraturan 

Presiden Nomor 16hTahun 2018 tentang PengadaanhBarang/ Jasa. 

2. Untuk mengetahui dan memahami proses perjanjianhpengadaan barangh/ 

jasa melalui e-marketplace. 

3. Untukhmengetahui dan memahami tanggunghjawab hukum perikatan 

dalamhperjanjian pengadaan barangh/ jasa pada BadanhKepegawaian dan 

PengembanganhSumber DayahManusia KotahMedan. 
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1.4.   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini, penulishberharap dapat memberikan manfaathbagi para 

pembaca, yaituhsebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

ManfaathTeoritis menjelaskanhbahwa hasil sebuahhpenelitian 

memberikan sumbanganhpemikiran dan memperkaya konsep, hteori-teori 

sesuai denganhbidang ilmu dalamhsuatu penelitian, hasilhpenelitian ini 

diharapkanhdapat menjadi bahanhbacaan yang dapathmenambah 

wawasan berdasarkanhteori-teori hyang adahdan rujukanhkhususnya 

mengenai bagaimanahpengaturan hukumhtentang pengadaan barang/ jasa 

melaluihe-marketplace menurut  PeraturanhPresiden RepublikhIndonesia 

Nomor 16 Tahunh2018 tentanghPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

2. ManfaathPraktis 

Penelitianhini diharapkan dapathmemberikan wawasan danhpengetahuan 

yang bergunahbagi pembaca mengenai bagaimana pengaturan hukum 

tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace menuruthPeraturan 

Presiden RepublikhIndonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

PengadaanhBarang/ Jasa Pemerintah. 

1.5.   Keaslian Penelitian 

Adapun Penelitian mengenai Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa melalui E-

Marketplace Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan Dan PeraturanhPresiden  
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Nomor 16hTahun 2018 tentang PengadaanhBarang/ Jasa Pemerintah, dilaksanakan 

oleh: 

1. Daniel AlfredohSitorus 100510300, UniversitashAtma JayahYogyakarta, 

“Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek 

hukum perdata”, penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas: 

a. Bagaimanahkeabsahan perjanjian jualhbeli melaluihinternet? 

b. Bagaimana penyelesaianhsengketa apabila terjadihpermasalahan 

pelaksanaan jualhbeli melaluihinternet (E-hcommerce)? 

2. Florentinus Valeri Warang 150512118, Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, “Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan 

Barang/Jasa Yang Baik”, penelitian tersebut mempermasalahkan dan 

membahas: 

a. Bagaimanahpelaksanaan kontrakhPengadaan Barang/Jasahdi 

lingkunganhPemerintahan Daerah IstimewahYogyakarta? 

b. Apa kendala-kendalahpelaksanaan PengadaanhBarang/Jasa di 

Pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta?  

3. Niru AnitahSinaga selaku dosen tetaphFakultas HukumhUniversitas 

DirgantarahMarsekal SuryadarmahJakarta, didalam penelitiannya 

“Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas 

Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian” penelitian tersebut 

mempermasalahkan dan membahas :  

a. Bagaimanahkedudukan hukumhpara pihakhdalam Perjanjian 

PengadaanhBarang/Jasa Pemerintah?  
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b. Bagaimanahperanan pemerintahhdalam kewenangannyahuntuk 

memberikan perlindunganhhukum bagi para pihakhdalam perjanjian 

PengadaanhBarang / Jasahpemerintah? 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1.  Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

2.1.1. Pengertian Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata 

Perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih 

secara tertulis atau lisan, masing-masing pihak berkomitmen untuk 

menghormati isi perjanjian yang ditandatangani bersama. KBBI 

mendefinisikan perjanjian sebagai perjanjian (tertulis atau lisan) yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing setuju untuk mematuhi 

apa yang dituangkan dalam perjanjian. Intinya, setuju dan setuju berarti 

hal yang sama. Jika dipahami, perjanjian dan perikatan adalah suatu fakta 

hukum dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang menimbulkan suatu hubungan hokum. 

Terkait perjanjianhatau persetujuan, ketentuan Pasalh1338 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdatahmenerangkan bahwahsemua persetujuan 

yanghdibuat sesuai denganhundang-undang berlakuhsebagai undang-

undanghbagi merekahyang membuatnya. Perjanjian ini hanya dapat 

ditarik kembali atas persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang 

ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dibuat dengan itikad 

baik. 

Pengertian perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah 

subjek-subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa 
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orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu terhadap pihak lain”. Dengan pemahaman ini, maka 

dalam komitmen faktor-faktor terkait seperti berikut7: 

a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang 

diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum 

sering disebut sebagai perjanjian yang lahir dari hukum. Misalnya, 

orang tua dituntut untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. 

Sedangkan hubungan yang diakui oleh common law dikenal dengan 

perjanjian dengan perjanjian. Dikatakan demikian karena hubungan 

hukum tersebut telah ditetapkan oleh para pihak (subjek hukum) 

dengan cara yang mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai 

norma hukum (subjek hukum). 

b. Antara seseorang dengan satu atau lebih orang. Kenyataan bahwa 

perikatan itu dapat berlaku pada seseorang atau pada satu orang atau 

lebih, dalam hal ini subyek hukum atau orang yang mempunyai hak 

dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. 

c. Melakukan atau tidak melakukan dan untuk apa. Melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu dalam perjanjian 

disebut kinerja, atau objek perjanjian. Badan hukum pada saat 

mengadakan perjanjian bebas menentukan isi perjanjiann. 

Perjanjianhmenurut rumusanhpasal 1313 KitabhUndang-Undang 

HukumhPerdata, didefinisikanhsebagai: “suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

 
7 Retna Gumanti, “Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari Kuhperdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, 

Vol.5 No. 1 (2012) hal. 2 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Yoko Firdaus Zamzam Siregar - Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui….



13 
 

atau lebih”. Menurut Subektih  “perjanjian adalah suatu perhubungan 

hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu 

berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu“8. Sedangkan pengertian 

perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan 

bahwa perjanjin itu adalah “suatu peruatan hukum dimana seorarng 

atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”. 

b. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu 

perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta 

benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau 

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak 

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji itu”. 

c. Menurut A,Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 

seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. 

Berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang 

tercantum dalam perjanjian sebagai berikut: Pertama, Adanya Kaidah 

Hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis 

adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan 

undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum 

 
8 Retna Gumanti, “Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari Kuhperdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, 

Vol.5 No. 1 (2012)., hal. 3 
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kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, 

tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli 

tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum 

adat. Kedua, Subjek Hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah 

rechtsperson, Rechtsperson diartikan sebagai pendukung hak dan 

kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian 

adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, 

sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga, Adanya 

Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban 

debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, 

Tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kata Sepakat. Kesepakatan adalah 

persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat 

adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam 

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelima, Akibat 

Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan 

menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak 

dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan 

kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu 

beban. 

2.1.2.  Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 

adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni9: Pertama, Adanya 

kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan 

 
9 Ibid, hal. 4 
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para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan 

Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. 

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun 

objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan 

subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan 

keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. 

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah 

batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat 

dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat 

objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal 

demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum 

menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif 

tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang 

perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka 

perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku, Ketentuan Pasal 1320 

KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, 

perlu dipenuhi empat syarat: 

a. Kata Sepakat 

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau 

persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. 

Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau 

kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa 

yang disepakati. Mariam Darus Budrulzaman melukiskan pengertian 

sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui 
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(Overeenstemande Wilsverklaring) antar para pihak-pihak. 

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (Offerte). 

Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi 

(acceptatie). J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan 

kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas. 1) Dengan akte 

otentik. 2) Dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. 

Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari 

ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa 

pada asasnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak 

menentukan cara orang menyatakan kehendak10. Suatu perjanjian 

dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada 

jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan 

(dwang). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang 

menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan 

pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman 

melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan 

penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu 

ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya 

pihak lain memberikan hak, kewenangan ataupun hak istimewanya. 

Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman 

penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan 

yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda 

 
10 Sinaga. N. A.  2019. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan 

Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9 No. 2 
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atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain 

yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, 

penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan 

takut, dan lain-lain.  

Menurut Sudargo Gautama, paksaan (duress) adalah setiap tindakan 

intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal 

ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik 

tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum 

maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan 

dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan 

juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah 

pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kalainan mental. 

Kedua, Penipuan (bedrog). Penipuan (fraud) adalah tindakan tipu 

muslihat. Menurut Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan 

pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, 

memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, 

tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke 

suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang 

seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. 

Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh 

pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak 

hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkain 

kebohongan (samenweefsel van verdichtselen), serangkain cerita yang 
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tidak benar, dan setiap tindakan/ sikap yang bersifat menipu. Dengan 

kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang 

dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian 

tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat 

menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri 

bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai dengan tindakan 

yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau 

atas nama pihak dalam kontrak. Seseorang yang melakukan tindakan 

tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu. 

Tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud 

jahat, contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian 

untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi 

pada suatu benda buka merupakan penipuan karena hal ini tidak 

mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka. 

Selain itu, tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa 

pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena 

adanya unsur penipuan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan 

tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam 

menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum 

perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain 

menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata 

hanya dengan maksud jahat. Ketiga, Kesesatan atau Kekeliruan 

(dwaling). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak 
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memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau sebjek yang terdapat 

dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, error in 

person, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian 

yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut 

dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai 

nama yang sama. Kedua, error in subtantia yaitu kekeliruan yang 

berkaitan dengan kerakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang 

membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah 

orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan 

tiruan dari Basuki Abdullah. Di dalam kasus yang lain, agar suatu 

perjanjian dapat dibatalkan, tahu kurang lebih harus mengetahui 

bahwa rekannya telah membuat perjanjian atas dasar kekeliruan 

dalam hal mengindentifikasi subjek atau orangnya. Keempat, 

Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden). 

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu 

perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk 

melakukan penilaian (judgment) yang bebas dari pihak lainnya, 

sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. 

Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki 

kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki 

yang bersifat fiduciary dan confidence). Van Dunne menyatakan 

bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena 

keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan. 

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perikatan 
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Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah kecakapan untuk membuat 

perikatan (om eene verbintenis aan te gaan)11. Di sini terjadi 

percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari 

kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya 

unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan 

cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi 

karena unsur tersebut dicantumkan sebagai ubsur sahnya perjanjian, 

maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena 

undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut 

syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah: kecakapan untuk 

membuat perjanjian.  

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa 

setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa 

ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: 

Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di 

bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam 

pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan 

dianggap cakap hukum).  

Seseorang di katakan belum dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. 

Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur 

 
11 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, 

berdasar Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah 

kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.  

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 447/Sip/1976 

tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada 

di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. 

Henry R. Cheseemen 37 menjelaskan bahwa di dalam sistim common 

law, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun 

dan 21 tahun (pria). dalam perkembangannya, umumnya negara-

negara bagia di Amerika Serikat telah mensepakati bahwa 

kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun 

yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. 

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, 

jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (curatele 

atau conservatorship). Seseorang dapat diletakan di bawah 

pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (onnoozelheid), mata 

gelap (razernij), lemah akal (zwakheid van vermogens) atau juga 

pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal 

sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. 

Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk 

melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit 

untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. 
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Ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel 

pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya. 

c. Suatu Hal Tertentu 

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu 

(een bepaald onderwerp). Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok 

suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. 

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian 

haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of terms), berarti 

bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit 

dapat ditentukan jenisnya. 

Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda 

disebut sebagai zaak. Zaak dalam bahasa belanda tidak hanya berarti 

barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni 

pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa 

benda, tetapi juga bisa berupa jasa. 

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal 

tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi 

tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang 

yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung 

atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari 

suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli 
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“teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus 

dianggap tidak cukup jelas. 

d. Kausa Hukum Yang Halal 

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum 

yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak 

(Belanda) atau causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan 

seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan 

perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjajian jual beli, isi dan tujuan 

atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu 

barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli 

pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli 

tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh 

tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau 

menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli 

menbunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang 

halal. 

Menurut Pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa 

dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam 

perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-

undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya 

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 
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Keempat syarat tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 

a. Syarat Subjektif 

Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-

subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus 

dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan 

kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat kesatu 

dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah 

perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus 

memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur 

kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa 

konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah membawa akibat 

terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya 

gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu 

menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan 

pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatatalan (cancelling) 

oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut 

hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri 

apabila sudah cakap12. 

b. Syarat Objektif 

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian 

itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat 

yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif, 

 
12 N. Ike Kusmiati, “Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar 

Kuhperdata dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum”, Jurnal ilmu Hukum Litigasi, Vol.17 No. 
1 (Januari, 2016) hal.6 
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syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal 

demi hukum. Ini membawa konsekuenksi bahwa dari sejak 

semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-

apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari 

semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu 

perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat 

perjanjian. Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu 

menuntut pihak lain di depan hakim, karena dasar hukumnya 

tidak ada. 

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan 

dengan kesusilaan (goede zeden) bukanlah masalah yang mudah, 

karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa 

berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara 

kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian 

orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila 

bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan 

dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah 

ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International 

(HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau 

asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di 

dalam sistim common law dikenal dengan istilah legaliti yang 
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dikaitkan dengan public policy. Suatu kontrak dapat menjadi 

tidak sah (illegal) jika bertentangan dengan public policy. 

Walaupun sampai sekarang belum ada definisi public policy jika 

berdampak negatif pada masyarakat atau menggangu keamanan 

dan kesejahteraan masyarakat (public’s safety and welfare). 

2.1.3.  Jenis Perjanjian dalam KUH Perdata 

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 

1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan 

perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari 

judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang 

dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat 

diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan 

pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak 

beraneka ragam13. Perikatan sebagaimana diatur dalam BW memiliki 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Perikatan Murni 

Suatu perikatan dapat disebut sebagai perikatan murni jika pihak 

terkait hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dituntut hanya 

berupa satu prestasi. Perikatan ini bisa dilakukan atau bisa terjadi 

secara spontan. Misal, jual beli dipasar yang perikatannya terjadi 

secara spontan. Jadi, disebut perikatan murni karena perikatan 

tersebut tidak terdapat syarat. Artinya, perikatan itu lahir pada 

 
13 Niru Anita Sinaga, “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan 

Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9 No. 2 
(Maret, 2019) hal. 37 
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saat perjanjian diadakan dan daya kerjanya dimulai ketika 

peristiwa terjadi dan daya kerja berlaku surut hingga pada saat 

perikatan. 

b. Perikatan Bersyarat 

Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253-1267 BW. Pasal 

1253 BW mengatur bahwa suatu perikatan adalah bersyarat 

manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan 

datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara 

menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam 

itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau 

tidak terjadinya peristiwa tersebut14. 

Pasal diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat 

adalah suatu perikatan yang digantungkan pada peristiwa yang 

akan datang dan peristiwa itu masih belum tentu pasti akan 

terjadi. 

Pada dasarnya perikatan telah lahir pada saat perjanjian diadakan, 

namun perikatan tersebut belum bisa dilaksanakan. Dengan 

adanya peristiwa yang merupakan syarat dalam perikatan tidak 

membutuhkan pernyataan tegas. Syarat yang ada dalam perikatan 

dinilai sudah cukup jika dari keadaan dan tujuan perikatan 

ternyata adanya syarat itu. Syarat ini disebut “syarat diam” 

(stilzwijgende voorwaarden). 

 
14 Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-pokok Hukum Kontrak, (Makassar: cv. Social politic 

genius, 2019), hal. 13 
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Istilah syarat (voorwaarde) dalam hukum perikatan memiliki arti 

yang beraneka ragam, istilah syarat (voorwaarde) kadang kala 

dipakai dengan kata beban (last), ada pula digunakan dalam 

pengertian janji (contract, beding). 

c. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu 

Perikatan dengan ketetapan waktu ini diatur mulai dari Pasal 

1268-1271 BW. Perikatan dengan ketetapan waktu menurut Pasal 

1268 BW adalah suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan 

perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. 

Pasal diatas menjelaskan bahwa perikatan dengan ketetapan 

waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya digantungkan pada 

waktu yang akan datang dan sudah pasti akan terjadi. Belum 

terpenuhinya ketetapan waktu mengakibatkan pelaksanaan suatu 

perikatan ditunda sampai waktu yang ditentukan terpenuhi atau 

mengakhiri pelaksanaan perikatan. Terjadinya ketetapan waktu 

tidak berlaku surut perikatan dengan ketetapan waktu lahir pada 

saat perjanjian diadakan. Pelaksanaannya terjadi Ketika ketetapan 

waktu terjadi15. 

Dalam undang-undang dikenal ketetapan waktu yang ditentukan 

undang-undang (term de droit) dan ketetapan waktu yang 

diberikan hakim berdasarkan kebijakan (terme de grace). 

Perikatan dengan ketetapan waktu memiliki perbedaan dengan 

perikatan bersyarat. Letak perbedaannya pada kepastian. 

 
15 Ibid., hal. 15 
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Perikatan bersyarat kepastiannya belum tentu akan terjadi, 

sementara perikatan dengan ketetapan waktu kepastiannya pasti 

akan terjadi dimasa yang akan datang atau terjadi pada waktu 

yang telah ditentukan dalam perjanjian. 

d. Perikatan Manasuka atau Perikatan yang Boleh dipilih oleh Salah 

Satu Pihak 

Perikatan ini diatur dalam Pasal 1272-1277 BW. Dimana Pasal 

1272 BW berbunyi bahwa dalam perikatan-perikatan manasuka 

siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua 

barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat 

memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang 

yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa istilah perikatan alternatif 

adalah terjemahan dari perikatan manasuka atau perikatan yang 

boleh dipilih salah satu pihak. 

Perikatan alternatif berarti perikatan yang terdiri dari beberapa 

prestasi dan debitor atas pilihannya sendiri wajib memenuhi 

perikatan dengan salah satu prestasi. Kemudian, debitor tidak 

dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari barang 

lain. Jika debitor telah memilih salah satu prestasi untuk 

memenuhi perikatan, maka debitor telah bebas dari kewajibannya 

didalam perikatan itu. 

Debitor diberi wewenang oleh undang-undang berupa hak pilih, 

kecuali dinyatakan secara tegas bahwa hak pilih ada pada 
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kreditor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1273 BW yang 

berbunyi bahwa hak memilih adalah pada siberutang (debitor), 

jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada siberpiutang 

(kreditor)16.  

e. Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung 

Perikatan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1278-1295 BW. Pasal 

1278 BW mengatur bahwa “Suatu perikatan tanggung-

menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara 

beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas 

kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan 

seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada 

salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun 

perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara 

para kreditur tadi”17. 

Pasal diatas bermakna bahwa perikatan tanggung-renteng adalah 

perikatan yang memiliki beberapa kreditor atau beberapa debitor. 

Perikatan tanggung-renteng yang memiliki beberapa kreditor 

disebut perikatan tanggung-renteng aktif. Sedangkan perikatan 

yang terdiri dari beberapa debitor disebut perikatan tanggung-

rentang pasif. 

Perikatan tanggung-renteng ini menjadi hapus jika seorang 

debitor telah melaksanakan seluruh prestasinya kepada kreditor. 

 
16 Ibid., hal. 17 
17 Pasal 1278, KUH Perdata 
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Kemudian, perikatan ini lahir apabila dinyatakan tegas dalam 

perjanjian tersebut atau ditentukan oleh undang-undang18. 

f. Perikatan yang Dapat Dibagi-bagi dan Perikatan yang Tidak 

Dapat Dibagi-bagi 

Pada jenis perikatan ini dapat ditelusuri pada Pasal 1296-1303 

BW.  Pasal 1296 BW mengatur bahwa suatu perikatan dapat 

dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan 

tersebut mengendai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu 

perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak 

dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata, maupun secara 

perhitungan. 

 

g. Perikatan dengan Ancaman Hukuman 

Perikatan ini terdapat pada Pasal 1304-1312 BW. Dimana, Pasal 

1304 BW yang berbunyi “Perjanjian hukuman adalah suatu 

perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan 

pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan 

sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu”19 hal ini bahwa 

ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa 

dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan 

diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak 

dipenuhi. 

 
18 Muhammad Teguh Pangestu, Op. Cit., hal. 18 
19 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku ketiga, Bab I, Bagian 10, Pasal 1304 
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Dengan demikian ancaman hukuman bertujuan untuk menjamin 

perikatan terlaksana.  

 

 

2.2.  Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/ Jasa 

2.2.1. Pengertian Pengadaan Barang/ Jasa 

Secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun 

pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan 

dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan 

perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem 

transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami 

dan mengetahui arti atau defenisi atau istilah barang dan jasa 

komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari 

berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek 

sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara 

dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundangan 

lainnya20. 

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 

Pengadaan adalah kegiatan untuk medapatkan barang, atau jasa secara 

transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga 

bangunan baik untuk kepentingan publik maupun swasta.21 Barang/jasa 

 
20 Zaenal Arifin dan Ade Haryani, Op. Cit., hal. 116. 
21 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,”Senarai Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah”, Jurnal Pengadaan, Vol.1 No. 1 (Desember, 2011) hal. 11 
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publik adalah barang yang pengunaannya terkait dengan kepentingan 

masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, 

sedangkan barang/ jasa swasta (privat) merupakan barang yang hanya 

digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas 

penggolongan ini maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan 

atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas barang privat 

tergantung pada penggunaannya. Sebagai contoh, mobil bila digunakan 

untuk usaha angkutan penumpang umum maka dikategorikan sebagai 

barang publik, tapi bila digunakan untuk kepentingan pribadi maka 

dikategorikan sebagai barang privat. Terdapat beragam pemahaman 

terkait dengan public procurement, tergantung pada cara pandangnya. 

Mengacu pada pengertian umum tentang pengadaan tersebut maka public 

procurementhdapat dipahami darihsudut pandang objekhpengadaan, 

pelaksana pengadaan, danhsumber danahuntuk pengadaan. 

Pengertian pembelian barang/jasa secara sederhana dapat dipahami 

sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa. 

Yang dimaksud dengan barang di sini meliputi peralatan serta gedung-

gedung milik pemerintah dan swasta (swasta). Menurut Edquist dkk dalam 

jurnal LKPP berjudul  “Senarai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah” 

berpendapat bahwa pengadaan publik adalah proses pengadaan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk memperoleh barang, 

pekerjaan, dan jasa secara transparan, efisien, dan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pengguna. Dengan demikian, dalam hal ini, 
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pengguna dapat berupa individu (pejabat), unit organisasi (jurusan, 

fakultas, dll) atau kelompok masyarakat besar.22 

Darihpengertian diatas makahyang dimaksudhdengan public 

procurement ditentukanholeh siapa yanghmelaksanakan pengadaan bukan 

olehhobjek dari barang/hjasanya. Bila dilakukanholeh pemerintah 

danhinstitusi publikhmaka dikategorikanhsebagai publichprocurement, 

namun jikahdilakukan oleh institusihswasta maka dikategorikanhsebagai 

privatehprocurement. Dalamhhal ini jikahinstitusi pemerintahhmaka 

istilahhpengadaan pemeritahh (government procurement) akanhlebih 

sesuaih. 

Berdasarkan penggunanya, Edquist et al membedakan mass market 

dari direct market dan catalytic market. Dalam pengadaan publik langsung, 

lembaga publik menjadi pelaksana pengadaan dan pengguna barang/jasa 

yang akan dibeli, sehingga motif yang mendorong permintaan dan usulan 

pengadaan berasal dari pihak yang melakukan pembelian juga merupakan 

pengguna.. 

Sedangkan pada Catalic Sourcing, Sourcing Performer melakukan 

Sourcing atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun penggerak 

permintaan dan proposal Sourcing berasal dari Realist yang saat ini 

melakukan sourcing, bukan pengguna.. 

Selain kedua jenis pengadaan di atas, ada juga jenis pengadaan 

campuran yang disebut koperasi pengadaan publik, di mana orang yang 

melakukan pengadaan melakukan pembelian atas nama dan untuk 

 
22 Ibid., hal.12 
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pengguna barang/jasa, tetapi secara aktif meminta dan mengajukan 

permintaan pengadaan. dari sisi pengguna atau motivasi untuk memenuhi 

permintaan pengguna dan proposal penawaran, dan pelaksanaan 

pengadaan dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran. 

Misalnya jenis koperasi adalah pembangunan pasar, usulan 

pembangunan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (Kantor Pasar) 

dan bukan oleh pengguna (pedagang pasar kecil dan masyarakat 

konsumen). Pemanfaatan) dan pekerjaan pelaksanaan dapat dilakukan 

oleh pemerintah provinsi. Selain klasifikasi di atas, dalam pengertian 

pendanaan yang digunakan untuk pembelian barang/jasa, pengadaan 

publik berarti kegiatan pengadaan dengan pendanaan dari pemerintah atau 

organisasi publik. Dalam kasus ini, Indonesia menggunakan interpretasi 

tersebut untuk membedakan pengadaan pemerintah dari pengadaan 

swasta.  

Semua kontrak yang pendanaannya berasal dari pemerintah atau 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta perolehan dana masyarakat 

yang dikelola oleh organisasi pemerintah diklasifikasikan sebagai 

pengadaan pemerintah, oleh karena itu semua kontrak pengadaan kegiatan 

dan proses harus mengacu dan mematuhi Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.. 

2.2.2. Dasar Hukum Pengadaan Barang/ Jasa 

Kegiatanhiyang dilaksanakanhioleh institusihinegara termasuk 

PengadaanhiBarang/ Jasa harushidapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Yoko Firdaus Zamzam Siregar - Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui….



36 
 

PengadaanhiBarang/ Jasa harushimenjamin terciptanyahikepastian hukum 

danhimemberikan perlindunganhikepada setiaphiwarga negara 

darihiserangkaian tindakanhisewenang-wenanghidihidalam 

penyelenggaraan  PengadaanhiBarang/Jasa23. 

Aspek hukum dalamhiPengadaan Barang /hiJasa digambarkan sebagai 

berikut: 

a. Hukum Administrasi Negara 

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum 

publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan 

mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau 

hubungan antar organisasi pemerintahan. Hukum administrasi 

negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan 

cara bagaimana organisasi pemerintah melaksanakan tugasnya. 

b. Hukum Perdata 

Hukumhiperdata merupakan Hukum mengatur hubungan antara 

subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam bidang 

perdata, ada komunikasi hukum yang melibatkan seseorang 

dengan individu lain, seperti hukum keluarga, perjanjian antara 

subjek hukum, termasuk hubungan antar subjek hukum. 

warisaan24. 

Dalam menyediakan Barang/ Jasa, Pejabat Penandatangan 

Kontrak mengadakan perikatan/ kontrak dengan Pelaku Usaha 

atau Pelaksana Swakelola. Artinya dalam pengadaan barang/jasa 

 
23 Baihaki dan Arif Rachman, Op. Cit., hal. 65 
24 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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publik timbul hubungan hukum perdata antara pengguna dengan 

pemasok/pelaksana pengadaan internal berdasarkan pelaksanaan 

kontrak untuk memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa yang 

puas. oleh Pemasok. dan pelaksana swakelola. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

buku III tentang perjodohan disebutkan bahwa perjodohan dapat 

timbul karena undang-undang atau karena mufakat. Sebuah 

komitmen yang lahir dari kesepakatan menyatakan bahwa 

“semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan 

hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Perjanjian dalam Pembelian barang/jasa adalah suatu perjanjian 

dimana salah satu pihak melakukan pekerjaan untuk pihak lain 

dengan menerima suatu harga tertentu. Kesepakatan menjadi 

dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa. 

c. Hukum Pidana 

Definisi hukum pidana adalah seperangkat prinsip dan standar 

yang menentukan tindakan apa yang dilarang dan dihukum. 

Hukum pidana sering disebut dengan hukum pidana, karena 

persoalan yang diaturnya menyangkut penindakan terhadap 

kejahatan dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana adalah untuk 

mengungkap kebenaran materil melalui proses penyidikan yang 

bebas dan tidak memihak, dan untuk itu hukum pidana berfungsi 

sebagai instrumen pamungkas dalam menangani perkara-perkara 
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peristiwa pidana dalam masyarakat. Hal ini mutlak diperlukan 

dan mendesak untuk digunakan dalam memerangi tindakan-

tindakan yang dapat mengancam tatanan sosial dan moralitas 

serta merugikan individu dan kelompok masyarakat..25 

Tinjauan hukumhipidana dalam PengadaanhiBarang Jasa/ 

Pemerintah adalah bahwahihukum pidanahiditerapkan 

kalauhiada pelanggaran pidanahiyang dilakukanhipara pelaku 

pengadaan, mengatur hubungan hukum sejak tahap perencanaan 

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

d. Hukum Persaingan Usaha 

Salah satuhibentuk tindakanhiyang dapathimengakibatkan 

persainganhitidak sehat adalahhipersekongkolan dalam proses 

pemilihan penyedia. Prinsip umum dalam pengadaan adalah 

efisien, efektif, transparansi, kompetisi, adil dan tidak 

diskriminatif, serta akuntabilitas sehingga tercapai Value for 

Money. Sejalan dengan prinsip tersebut, Undang-Undang 

Nomorhi5 Tahunhi1999 tentanghiLarangan PraktekhiMonopoli 

dan PersainganhiUsaha TidakhiSehat pada pasalhi22 juga 

mengatur tentang larangan persekongkolan dalam pemilihan 

penyedia. Persekongkolan tersebut dapat saja terjadi mulai dari 

perencanaan, persiapan, sampai ke pemilihan penyedia. 

 
25 Ibid., hal. 69 
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2.2.3. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/ Jasa 

Ruang lingkup pemberlakuan PeraturanhiPresiden Republik 

IndonesiahiNomor 16 Tahunhi2018 tentang PengadaanhiBarang/ Jasa 

Pemerintahhimeliputi 26: 

a. Pembelian barang/jasa di Kementerian/Organisasi/Perangkat 

Daerah dengan menggunakan anggaran APBN/APBD. 

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN/APBD 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pembelian 

barang/jasa yang seluruh atau sebagian anggarannya berasal dari 

pinjaman dan/atau subsidi negara yang menerima Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah ; dan atau 

c. pembelian barang/jasa yang menggunakan anggaran 

APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk 

pembelian barang/jasa yang dibiayai seluruhnya atau sebagian 

dengan pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri.. 

Pembelian barang/jasa yang diatur dalam Perpres ini meliputi: 

barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. 

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara terpadu dan dilakukan 

melalui mekanisme pengaturan sendiri dan/atau pemasok (agen komersial 

yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak).  

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara untuk 

memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh 

kementerian/lembaga/organisasi daerah, kementerian /lembaga/ 

 
26 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 Op. Cit., bab 1 pasal 2 
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permesinan daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan atau kelompok 

masyarakat 27. Organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut organisasi 

massa adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, 

dibentuk atas dasar aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 

dan tujuan bersama untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna 

mewujudkan tujuan persatuan dan kesatuan. negara. Republik. dari 

Indonesia berdasarkan Pancasila. Kelompok masyarakat adalah kelompok 

masyarakat yang membeli barang/jasa dengan dukungan anggaran 

APBN/APBD. 

Pembelian barang/jasa melalui pemasok adalah suatu cara untuk 

memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh agen perdagangan. Pelaku 

usaha adalah setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum, baik 

sah maupun tidak, yang didirikan dan bertempat tinggal atau menjalankan 

usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik 

perseorangan maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan 

kegiatan dalam berbagai bidang. bidang ekonomi.. 

2.3.   Tinjauan Umum tentang e-Marketplace 

2.3.1. Pengertian e-Marketplace 

E-marketplace dalam Pengadaan Barang/Jasa merupakan penerapan 

teknologi informasi di Pemerintah Republik Indonesia. Pada Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik 

mengatur adanya pasar elektronik atau lebih tepatnya E-Marketplace yaitu 

pasar elektronik barang/jasa yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

 
27 Baihaki dan Arif Rachman, Op. Cit., hal. 15 
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barang/jasa. jasa pemerintah28. E-Marketplace disini adalah pasar 

elektronik yang dibangun, dikembangkan dan disediakan oleh pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan barang/jasa. E-Marketplace 

adalah layanan infrastruktur teknis dan dukungan transaksi bagi 

kementerian/lembaga/pemda dan pemasok. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa E-marketplace Pengadan 

Barang/ Jasa Pemerintah adalah entitas khusus dalam rezim pengaturan 

Peraturan PengadaanhBarang/Jasa Pemerintah yang memiliki cakupan 

berbeda dengan e-marketplace pada umumnya. Pelaksana pengembangan 

dan pengelolaan adalah LembagahKebijakan Pengadaan Barangh/ Jasa 

Pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk digunakan 

dalam Katalog Elektronik, hToko Daring, dan PemilihanhPenyedia. 

2.3.2. Ruang Lingkup e-Marketplace 

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, persaingan 

usaha yang sehat, dan efisiensi proses pengadaan barangh/ jasa, 

Pemerintahhtelah menyediakan e-marketplacehyang merupakan 

infrastrukturhteknis danhlayanan dukunganhtransaksi bagi Kementerian 

/Lembaga/hPemerintah Daerah danhPenyedia berupa: 

1. Katalog Elektronik 

Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang 

memuat informasi berupa kategori, jenis, spesifikasi, golongan 

komponen dalam negeri (TKDN), produk nasional, produk sesuai 

Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, 

 
28 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018, Op. Cit., bab 1 pasal 1 
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negara asal, harga, pemasok. dan informasi terkait pembelian 

barang/jasa 29. 

Adapun Barang/Jasa pada katalog elektronik terdiri dari barang, 

pekerjaan jasa konstruki dan/atau jasa lainnya 

2. Toko Daring (online shop) 

Toko daring adalah katalog barang/ jasa nasional untuk 

pemerintah yang disiapkan oleh toko online yang tersedia dipasar 

yang bersedia bergabung dalam e-Katalog pemerintah melalui 

sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli 

melakukan transaksi secara online. Pengadaan melalui Katalog 

secara elektronik akan lebih meningkatkantransparansi dan 

mempersingkat waktu pemrosesan siklus pengadaan 

dengan menyediakan daftar barang/jasa. Di dalam Pasal 1 Perpres 

No. 80 Tahun 2019, dijelaskan mengenai istilah PMSE 

(Perdagangan Melalui Sistem Elektrorik) yang mana merupakan 

perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan 

prosedur elektronik. Sedangkan Pelaku Usaha PMSE yang 

disebut PPMSE, adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha 

Luar Negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. 

Ketika pembeli ingin mengetahui jenis produk atau barang yang 

dibutuhkan, maka pembeli dapat melakukan penelaahan produk 

 
29 Baihaki dan Arif Rachman, Op. Cit., hal. 110 
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yang dibutuhkan berdasarkan spesifikasi dan harga yang 

dicantumkan penjual di toko daring. Demikian juga ketika 

pembeli ingin melakukan transaksi dapat dilakukan dengan 

sistem pembayaran sejumlah dana ke penyedia dalam jaringan.30 

3. Pemilihan Penyedia Secara Elektronik 

Seleksi pemasok secara elektronik dilakukan untuk pengadaan 

langsung, penunjukan langsung, penawaran dan seleksi 

elektronik. Seleksi pemasok secara elektronik adalah proses 

pemilihan pemasok yang dapat diikuti oleh semua pemasok 

barang/jasa yang memenuhi persyaratan dengan metode seleksi 

di atas. Lingkup seleksi E-Vendor meliputi proses listing PBJ 

hingga penandatanganan kontrak. Pelaku yang terlibat dalam 

Seleksi Pemasok Secara Elektronik adalah Pejabat Pembuat 

Komitmen, UKPBJ/Kelompok Kerja Seleksi, Pejabat Pengadaan 

dan Pemasok/Pedagang. Seleksi pemasok secara elektronik 

dilakukan dengan menggunakan sistem e-procurement yang 

diselenggarakan oleh UKPBJ. 

Pelaku komersial yang melakukan pembelian barang/jasa di e-

marketplace dapat mendaftarkan bisnis dan produknya di e-

marketplace yang tersedia dan harus memperbaruinya secara 

berkala. Ini akan membantu pelaku perdagangan membuat 

barang/jasa yang mereka jual lebih mudah dilihat  diminati oleh 

 
30 Ibid., hal. 112 
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pemerintah sebagai pembeli, dan juga memperkaya pilihan bagi 

pembeli akan barang/ jasa yang sesuai kebutuhan. 

2.3.3.  Prosedur e-Marketplace 

Secara umum, pengadaan dimulai dengan perencanaan, persiapan 

pengadaan, pelaksanaan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan 

pemasok), pelaksanaan kontrak, dan pengiriman barang/jasa. Kegiatan 

dalam proses di atas meliputi identifikasi kebutuhan, melakukan analisis 

pasar, mengevaluasi pemasok, melakukan tender, mengevaluasi pemasok, 

mengidentifikasi pemenang, melaksanakan kontrak, dan mentransfer 

konsesi.. 

Pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace terdiri dari barang, 

pekerjaan jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya. Untuk melihat barang/jasa 

di aplikasi eCatalog, peserta dapat menuju ke: https: //e-catalog.lkpp.go.id/ 

. Barang/Jasa yang tercantum dalam direktori elektronik, dipilih dan 

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau  

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

Pelaksanaanhpembelianhsecara elektronik melaluihKatalog 

Elektronikhdapat dilaksanakanhdengan metode: 

a. NegosiasihHarga 

b. MinihKompetisi 

c. Competitive Catalogueh 

Dalam penerapan manajemen katalog elektronik, ruang lingkup 

kegiatan manajemen katalog elektronik adalah memberikan informasi 

tentang barang/jasa, pemutakhiran data serta memantau dan mengevaluasi 
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dalam operasional perusahaan.direktori elektronik. Katalog elektronik 

berisi informasi berupa kategori, jenis, spesifikasi, akun usaha, produk 

nasional, produk SNI, produk ramah lingkungan, asal, harga supplier dan 

informasi lainnya terkait barang/jasa. Pengelolaan direktori elektronik 

sendiri dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

Pemerintahhhsebagai pembelihhdi toko onlinehhdapat membeli 

barang/jasahhyang ditawarkanhhdi tokohhonline denganhhbeberapa cara 

pembelian, hh yakni31: 

a. PembelianhhLangsung 

b. Negosiasi hhHarga 

c. PermintaanhhPenawaran; danhh/atau 

d. Metode lainnyahhsesuai dengan proseshhbisnis.  

 
31 Tanesia, R. K. (2016). Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara 

Tradisional Dan Elektronik. Jurnal Teknik Sipil, 13(2), 126–134. 
https://doi.org/10.24002/jts.v13i2.648    
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitianhhakan dilakukan pada bulan Mei 2023 setelah 

diadakannya seminarhhproposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada 

seminar proposal. 

 Tabel 3.1. Waktu Penelitian 
 

No. 
 

KEGIATAN 
WAKTU hhPENELITIAN  

FEBRUARI MARET  APRIL MEI JUNI 

 
1. 

Pengajuan 
judul 

                 

2. Seminar 
hhproposal 

                 

3. hhPenelitian                  

4. hhPenulisan 
dan 

bimbingan 
skripsi 

                 

5. hhSeminar 
Hasil 

                 

6. Sidang Meja 
Hijauhh 

                 

 

3.1.2. Tempat Penelitian 

Tempathhpenelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk mendapatkan data pendukung dalam proses penyelesaian penelitian 

ini sehingga peneliti akan melaksanakan penelitian ini pada Badan 
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, 

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Petisah Tengah, Kecamatan Medan 

Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231, Indonesia. 

3.2.  Metodologi Penelitian 

3.2.1. Jenis Penelitian  

Jenishhpenelitian yang peneliti yanghhdigunakan dalam penelitian 

inihhadalah penelitianhhhukum normatif, dimana dalam hal ini peneliti 

melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka untuk 

menemukan suatu aturan hukum, serta doktrin hukum demi menjawab isu 

hukum yang peneliti teliti. Penelitian hukumhhnormatif ini mengkaji 

denganhhberbagai aspek contohnya aspekhhteori, filosofi, perbandingan, 

penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya. 

3.2.2. Sifat Penelitian 

Penelitian inihhmenggunakan penelitian yang bersifathhDeskriptif-

Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturanhhperundang-

undangan yanghhberlaku yang berkaitanhhdengan teori-teorihhhukum 

serta praktek pelaksanaan hukum yang berlaku yang berkaitan degan 

permasalahan. Metode Deskriptifhhadalah penelitian yanghhmana 

pengumpulan informasinyahhdilakukan secarahhaktual danhhterperinci, 

mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik 

yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari 

pengalamanhhseseorang. Metode deskriptif ini bukanhh hanya 

menjabarkanhhnamunhhjuga memadukan.  
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3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan  

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, juga bahan 

hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang merupakan 

sumber pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan peneliti, seperti kontrak/ perjanjian 

pengadaan barang/ jasa, dan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah. 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang data langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber 

pertama yang memberikan penjelasan terkait hasil penelitian, 

website, buku-buku yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum 

primer. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder 

yaitu kamus hukum, wikipedia, ensiklopedia, dan lainnya. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan adalah dengan melakukan penelitian ke 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 
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Medan dengan maksud untuk mengambil data-data juga melakukan 

wawancara secara langsung kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan dan kepada pihak penyedia (pelaku usaha) barang/ jasa Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

3.2.4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang berdasarkan dari sebuah rekaman, pengamatan, 

wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, 

dan sebagainya). 

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data 

berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, 

foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya, dan kuantitatif. Data 

penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variable 

operasional. 
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BAB V 

PENUTUP  

5.1.  Kesimpulan   

1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace 

menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara 

elektronik dengan menggunakan sistem informasi antara lain Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Support System.. Secara sistem 

pelaksanaan PBJ, dengan menerapkan sistem elektronik tidak merubah 

struktur mekanisme projek sesuai peraturan presiden no 16 tahun 2018 

terkait PBJ namun terdapat penyesuain dimana aktivitas – aktivitas 

didalamnya menggunakan sistem database sehingga pelaksanaannya lbih 

efektif dan efisien dengan tetap dibawah pengawasan sebagiman fungsi 

pada PBJ secara konvensinal.  

2. Berdasarkan pedoman user-guide e-purchasing  (Pejabat Pengadaan / PP), 

Dapat dilihat bahwa mekanisme dalam perjanjian pemerintah untuk 

menyediakan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan pengawasan beberapa 

instansi yaitu perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan pemasok barang/jasa 

atau orang yang melakukan swakelola. Mekanisme pengadaan barang/jasa 

melalui e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum dilaksanakan secara bertahap 

yaitu perencanaan pengadaan pembelian, meliputi spesifikasi PBJ/tertuju, 

pengemasan, PBJ konsolidasi dan pengumuman 
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rencana pengadaan bersama. Persiapan pengadaan barang/jasa meliputi 

persiapan swakelola, persiapan pengadaan barang/jasa melalui pemasok, 

dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.   

3. Tanggung jawab hukum perikatan kepada penyedia dalam perjanjian 

Pengadaan barang/jasa dari Dinas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan 

Kota Medan harus memenuhi standar yang sesuai dengan barang/jasa yang 

dibeli dan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, 

ketepatan perhitungan kuantitas dan volume proyek , waktu pengiriman dan 

lokasi pengiriman.  

5.2.  Saran    

1. Diharapkan kepada setiap stakeholder pelaksanaan pengadaan barang / jasa 

pemerintahan melalui e-marketplace agar lebih optimal lagi mengasah skill 

dan kemampuannya dalam menggunakan aplikasi tersebut agar tujuan yang 

diharapkan dapat tecapai dengan terus lebih baik lagi.  

2. Diharapkan pada penelitian selanutnya dapat lebih mengkaji terkait 

tanggungjawab instansi selaku konsumen pengadaan barang / jasa 

pemerintah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.  

3. Diharapkan kedepannya terus dilakukan penelitian terkait pengembangan 

sistem e-marketplace demi mewujudkan sistem e-marketplace yang lebih 

efektif dan efisien lagi 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Surat Permohonan Riset  

  

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Yoko Firdaus Zamzam Siregar - Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui….



73 
 

 

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Riset  
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Lampiran 3 Daftar Wawancara Dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah  

1. Terkait mekanisme perjanjian pengadaan barang / jasa, bagaimana 
mekanisme didalam perjanjian pengadaan jasa melalui e-marketplace 
tersebut pak ?    
Jawab :  
Terkait mekanisme tersebut dapat kita lihat dari skema yang ada pada LKPP 
tahun 2023 yakni Petunjuk Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Produk 
Barang dan Jasa Pemerintah. Gambarnya seperti ini…  

 
Adapun tahapan ini dijelaskan sebagai contoh berdasarkan pengalaman 
narasumber terkait PBJ yang pernah dilakuan di instansi BKPSDM Kota 
Medan.  
Jadi proses nya   
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1. Pejabat pengadaan memilih barang apa yg cocok sesuai spesifikasi 
2. Setelah dipilih masuk ke akun penyedia  
3. Proses negosiasi harga sampai deal 
4. Kirim ke akun Pengguna Anggaran(Kepala Badan BKPSDM) 
5.Proses kontrak 
6. Pengiriman dan penerimaan Barang 
7. Berita Acara Serah terima Barang 
8. Selesai 
apabila penyedia terlambat dalam pengiriman barang seperti yg terterah 
dalam surat pesanan maka penyedia kena sanksi atau melanggar UUD Dan 
apabila penyedia tidak sesuai mengirim barang sesuai spesifikasi barang yg 
dipilih makan penyedia terkenah sanki menurut UUD Dan apabila pejabat 
pengadaan memilih barang yg tidak cocok seperti DPA dan TKDN dari 
pemerintah maka pejabat pengadaan barang terkena sanksi.  
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Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Pejabat Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah  
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Lampiran 5 Daftar Wawancara Dengan Penyedia Barang dan Jasa 

1. Bagaimana tanggung jawab bapak selaku penyedia barang / jasa dalam 

perjanjian PBJ BKPSDM Kota Medan ? 

Jawab :  

Selaku penyedia tersebut, saya wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan 

barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan tentu 

saya bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang / jasa, 

ketepatan perhitungan jumlah dan volume projek, ketepatan waktu penyerahan 

dan ketepatan lokasi penyerahan. 

Ada juga aturan lain yaitu saya harus memenuhi etika yakni dalam Pengadaan 

Barang/Jasa sebagai berikut:  

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai 

sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;  

b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang 

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 

Pengadaan Barang/Jasa;  

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat;  

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai 

dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;  

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat 

persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.  
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Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Penyedia Barang dan Jasa  
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